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Abstrak

Penelitian ini mengkaji orkestrasi kebijakan dalam transformasi ekonomi digital di Papua. Latar
belakang masalah meliputi rendahnya penetrasi internet dan kesenjangan digital yang signifikan.
Rumusan masalah mencakup efektivitas kebijakan saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi, dan model orkestrasi kebijakan yang optimal. Tujuan penelitian adalah
menganalisis efektivitas kebijakan dan merumuskan rekomendasi strategis. Metode penelitian
menggunakan pendekatan campuran dengan survei online, wawancara semi-terstruktur, dan analisis
dokumen. Analisis data melibatkan statistik deskriptif dan analisis tematik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa transformasi digital Papua masih pada tahap awal dengan potensi besar.
Hambatan utama meliputi infrastruktur terbatas, rendahnya literasi digital, dan kurangnya tenaga ahli
TIK. Kebijakan pemerintah menunjukkan komitmen namun efektivitasnya masih terbatas. Model
orkestrasi kebijakan yang optimal memerlukan pendekatan multi-dimensi dan kolaboratif.
Rekomendasi meliputi peningkatan investasi infrastruktur, pengembangan program literasi digital
kontekstual, dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Kata kunci: Orkestrasi kebijakan, transformasi digital, ekonomi digital Papua, efektivitas kebijakan,
implementasi kebijakan

Abstract

This research examines policy orchestration in digital economic transformation in Papua. The
background includes low internet penetration and significant digital divide. The research questions
address the effectiveness of current policies, factors influencing implementation success, and optimal
policy orchestration models. The study aims to analyze policy effectiveness and formulate strategic
recommendations. The research method employs a mixed approach with online surveys, semi-
structured interviews, and document analysis. Data analysis involves descriptive statistics and
thematic analysis. Results indicate that Papua's digital transformation is still in early stages with great
potential. Major obstacles include limited infrastructure, low digital literacy, and lack of ICT experts.
Government policies show commitment but limited effectiveness. The optimal policy orchestration
model requires a multi-dimensional and collaborative approach. Recommendations include
increasing infrastructure investment, developing contextual digital literacy programs, and
strengthening stakeholder collaboration.

Keywords: Policy  orchestration,  digital transformation, Papua's digital economy, policy
effectiveness, policy implementation

PENDAHULUAN

Papua, sebagai salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang besar di Indonesia,
masih menghadapi tantangan signifikan dalam adopsi ekonomi digital. Menurut laporan
terbaru Bank Indonesia (2023), penetrasi internet di Papua masih berada di bawah rata-rata

nasional, dengan hanya 68% penduduk memiliki akses internet dibandingkan dengan 73%
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secara nasional. Hal ini berdampak langsung pada partisipasi masyarakat Papua dalam
ekonomi digital.

Meski demikian, terdapat tanda-tanda positif perkembangan ekonomi digital di
Papua. Studi yang dilakukan oleh Prasetyantoko et al. (2022) menunjukkan bahwa transaksi
e-commerce di Papua tumbuh sebesar 15% pada tahun 2021, meskipun masih di bawah
pertumbuhan nasional sebesar 24%. Ini mengindikasikan adanya potensi besar untuk
pengembangan ekonomi digital di wilayah ini, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan
infrastruktur yang memadai.

Transformasi digital di Papua menjadi semakin mendesak mengingat perannya yang
vital dalam menjembatani kesenjangan ekonomi dan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh
Warami dan Mulyadi (2023), digitalisasi dapat menjadi katalis untuk meningkatkan akses
masyarakat Papua terhadap layanan keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Mereka
menemukan bahwa daerah-daerah di Papua dengan tingkat penetrasi digital yang lebih tinggi
menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih signifikan.

Lebih lanjut, urgensi ini diperkuat oleh temuan Kementerian Komunikasi dan
Informatika (2024) yang menyatakan bahwa potensi ekonomi digital Papua bisa mencapai
Rp 15 triliun pada tahun 2025 jika transformasi digital dapat diakselerasi. Namun, tanpa
intervensi kebijakan yang tepat, diperkirakan hanya 60% dari potensi ini yang dapat
terealisasi. Hal ini menekankan pentingnya tindakan cepat dan terkoordinasi dalam
mendorong transformasi digital di Papua.

Pemangku kebijakan memainkan peran yang sangat kritis dalam orkestrasi
transformasi ekonomi digital di Papua. Menurut analisis yang dilakukan oleh Firdaus dan
Sari (2023), keberhasilan inisiatif digital di daerah tertinggal sangat bergantung pada sinergi
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Mereka
menemukan bahwa daerah-daerah dengan koordinasi kebijakan yang lebih baik antara
berbagai pemangku kepentingan menunjukkan tingkat adopsi teknologi digital yang lebih
tinggi.

Lebih lanjut, studi komparatif yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi
dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI, 2024) menunjukkan bahwa peran
pemangku kebijakan tidak hanya penting dalam penyediaan infrastruktur, tetapi juga dalam
menciptakan ekosistem yang kondusif untuk inovasi digital. Misalnya, kebijakan insentif
fiskal untuk perusahaan teknologi yang beroperasi di Papua terbukti efektif dalam

mendorong investasi di sektor digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemangku kebijakan



perlu mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup aspek regulasi, insentif, dan
pembangunan kapasitas dalam mendorong transformasi digital.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas orkestrasi
kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi digital di Papua. Secara spesifik,
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan digital, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk
optimalisasi peran pemangku kebijakan dalam akselerasi ekonomi digital di Papua.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan model kolaboratif
antar pemangku kepentingan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas
implementasi kebijakan digital. Sebagaimana diungkapkan oleh Ramadhan et al. (2023),
model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil terbukti
lebih efektif dalam mengatasi tantangan kompleks seperti transformasi digital di daerah
tertinggal.

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, beberapa rumusan masalah yang
akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Bagaimana efektivitas kebijakan saat ini dalam mendorong transformasi ekonomi
digital di Papua?

1.3.2 Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan
digital di Papua?

1.3.3 Bagaimana model orkestrasi kebijakan yang optimal untuk akselerasi ekonomi
digital di Papua?

Rumusan masalah ini didesain untuk menggali secara komprehensif berbagai aspek
yang berkaitan dengan orkestrasi kebijakan dalam konteks transformasi digital di Papua.
Sebagaimana diargumentasikan oleh Nugroho dan Prakoso (2024), pendekatan multi-
dimensi dalam analisis kebijakan digital sangat penting untuk memahami kompleksitas
tantangan dan peluang di daerah dengan karakteristik unik seperti Papua.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis kebijakan dan implementasinya dalam
konteks transformasi ekonomi digital di Provinsi Papua dan Papua Barat selama periode
2020-2024. Batasan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang up-to-date tentang
dinamika terkini dalam lanskap ekonomi digital di Papua.

Meskipun penelitian ini akan mempertimbangkan berbagai aspek transformasi
digital, fokus utama akan diberikan pada implementasi sistem pembayaran digital seperti

ETPD dan QRIS, serta pengembangan ekosistem e-commerce lokal. Batasan ini sejalan



dengan rekomendasi dari studi Bank Dunia (2023) yang mengidentifikasi sektor-sektor

tersebut sebagai katalis utama dalam transformasi ekonomi digital di daerah berkembang.

KAJIAN TEORI
1. Konsep ekonomi digital

Ekonomi digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang didasarkan pada teknologi
digital, termasuk transaksi elektronik barang dan jasa melalui e-commerce, serta pertukaran
data dan informasi yang memfasilitasi aktivitas tersebut. Menurut Tapscott (2023), ekonomi
digital telah berkembang melampaui definisi awalnya, kini mencakup aspek-aspek seperti
Internet of Things (10T), kecerdasan buatan (Al), dan blockchain yang semakin terintegrasi
dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Bukholtz et al. (2024) memperluas pemahaman ini dengan mengusulkan kerangka
kerja "Digital Economy Ecosystem", yang menekankan interkoneksi antara infrastruktur
digital, platform digital, dan keterampilan digital sebagai pilar utama ekonomi digital.
Mereka berpendapat bahwa keseimbangan dan sinergi antara ketiga elemen ini sangat
penting untuk pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan, terutama di negara
berkembang seperti Indonesia.

2. Teori pembangunan ekonomi regional

Teori pembangunan ekonomi regional telah mengalami evolusi signifikan dalam
merespons tantangan era digital. Krugman dan Venables (2022) mengembangkan "New
Economic Geography" yang menekankan pentingnya aglomerasi digital dan efek jaringan
dalam pembangunan regional. Mereka berpendapat bahwa keuntungan komparatif dalam era
digital tidak lagi semata-mata bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada kapasitas
suatu daerah untuk menciptakan dan memanfaatkan ekosistem digital.

Sementara itu, Rodrik dan Sabel (2023) mengajukan konsep "Inclusive Digital
Development" yang menekankan pentingnya kebijakan yang memastikan manfaat
transformasi digital dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah. Mereka
mengidentifikasi tiga pilar utama: infrastruktur digital yang inklusif, pengembangan
keterampilan digital yang merata, dan regulasi yang mendukung inovasi lokal. Pendekatan
ini sangat relevan untuk konteks Indonesia, terutama dalam upaya menjembatani
kesenjangan digital antara Jawa dan luar Jawa.

3. Kebijakan publik dan implementasinya
Implementasi kebijakan publik dalam konteks transformasi digital memerlukan

pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi yang cepat. Menurut
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studi yang dilakukan oleh Lindblom dan Woodhouse (2023), keberhasilan kebijakan digital
sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai
pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Mereka menekankan
pentingnya "collaborative governance" dalam merumuskan dan mengimplementasikan
kebijakan digital.

Di sisi lain, Sabatier dan Weible (2024) mengembangkan "Advocacy Coalition
Framework" yang dimodifikasi untuk analisis kebijakan digital. Mereka berpendapat bahwa
dalam konteks transformasi digital, koalisi kebijakan yang efektif harus melibatkan tidak
hanya aktor tradisional seperti politisi dan birokrat, tetapi juga inovator teknologi,
akademisi, dan komunitas pengguna digital. Model ini menawarkan perspektif baru dalam
memahami dinamika pembuatan kebijakan di era digital, terutama di daerah dengan
karakteristik unik seperti Papua.

4. Sistem pembayaran digital (ETPD, QRIS, dan lainnya)

Sistem pembayaran digital telah menjadi komponen kunci dalam transformasi
ekonomi digital. Electronic Transaction Processing Device (ETPD) dan Quick Response
Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan dua inovasi penting dalam lanskap
pembayaran digital Indonesia. Menurut laporan Bank Indonesia (2024), adopsi QRIS telah
mencapai 15 juta merchant di seluruh Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi di luar Jawa.
Studi ini juga mengungkapkan bahwa QRIS telah berperan signifikan dalam meningkatkan
inklusi keuangan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani oleh sistem
perbankan tradisional.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Kusumawati (2023)
menunjukkan bahwa ETPD telah memfasilitasi peningkatan transaksi digital di sektor
UMKM sebesar 30% dalam dua tahun terakhir. Mereka juga menemukan bahwa integrasi
ETPD dengan sistem akuntansi sederhana telah membantu UMKM dalam meningkatkan
akses mereka ke pembiayaan formal. Namun, mereka juga mencatat bahwa masih ada
tantangan signifikan dalam hal infrastruktur dan literasi digital, terutama di daerah terpencil
seperti beberapa wilayah di Papua.

5 Studi kasus transformasi digital di daerah tertinggal

Transformasi digital di daerah tertinggal telah menjadi fokus berbagai studi kasus
yang memberikan wawasan berharga. Penelitian yang dilakukan oleh Amaral et al. (2023)
di wilayah Amazon Brasil menunjukkan bahwa inisiatif e-government yang dikombinasikan
dengan program literasi digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah. Mereka menemukan bahwa desa-desa yang mengadopsi platform
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digital untuk layanan publik mengalami peningkatan kepuasan masyarakat sebesar 40% dan
efisiensi administratif sebesar 25%.

Di Indonesia, studi kasus yang dilakukan oleh Widodo dan Suryana (2024) di
Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, mengungkapkan bahwa program "Digital Village"
yang menggabungkan pelatihan keterampilan digital dengan akses internet bersubsidi telah
berhasil meningkatkan partisipasi ekonomi digital masyarakat setempat sebesar 35% dalam
satu tahun. Namun, mereka juga mencatat bahwa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur
listrik dan geografis yang sulit masih menjadi hambatan signifikan yang perlu diatasi.

6 Kerangka regulasi fintech di Indonesia

Kerangka regulasi fintech di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan
dalam upaya menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi sekaligus melindungi
konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporannya tahun 2024 menyatakan bahwa
pendekatan "regulatory sandbox" yang diterapkan sejak 2019 telah memfasilitasi
pertumbuhan sektor fintech sebesar 25% per tahun. Laporan ini juga menggarisbawahi
pentingnya keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen dalam regulasi
fintech.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Rosengard dan Prasetyantoko (2023)
mengenai dampak regulasi fintech terhadap inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan
bahwa regulasi yang adaptif dan responsif telah berkontribusi pada peningkatan akses
layanan keuangan di daerah terpencil. Mereka menemukan bahwa daerah-daerah dengan
penetrasi fintech yang lebih tinggi mengalami peningkatan inklusi keuangan sebesar 15-
20%. Namun, mereka juga menekankan perlunya harmonisasi regulasi antara berbagai
otoritas untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi fintech, terutama

di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam adopsi teknologi finansial.

METODE PENELITIAN
1 Pendekatan penelitian (kualitatif/kuantitatif/campuran)

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode campuran (mixed methods), yang
menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell dan Plano Clark (2023)
dalam buku mereka "Designing and Conducting Mixed Methods Research", pendekatan ini
memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena kompleks seperti
transformasi digital di daerah tertinggal. Mereka berpendapat bahwa integrasi data kualitatif
dan kuantitatif dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan nuansa yang lebih dalam

dibandingkan dengan penggunaan salah satu metode secara eksklusif.
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Desain penelitian spesifik yang digunakan adalah explanatory sequential mixed
methods, di mana fase kuantitatif dilakukan terlebih dahulu, diikuti oleh fase kualitatif untuk
menjelaskan dan memperdalam temuan kuantitatif. Schoonenboom dan Johnson (2022),
dalam artikel mereka di Journal of Mixed Methods Research, menekankan bahwa desain ini
sangat efektif untuk penelitian kebijakan publik, karena memungkinkan peneliti untuk
mengidentifikasi tren umum melalui data kuantitatif dan kemudian menggali alasan di balik
tren tersebut melalui wawancara mendalam dan analisis kualitatif.

2 Teknik pengumpulan data (wawancara, survei, analisis dokumen)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi survei online, wawancara
semi-terstruktur, dan analisis dokumen. Survei online dilakukan menggunakan platform
SurveyMonkey, yang menurut laporan "Digital Research Methods" oleh Dunn et al. (2024),
menawarkan fleksibilitas dan jangkauan yang luas, terutama untuk responden di daerah
terpencil. Survei ini ditujukan kepada pelaku UMKM dan pengguna layanan digital di Papua
untuk mengukur tingkat adopsi dan persepsi terhadap transformasi digital.

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pemangku kebijakan kunci, termasuk
pejabat pemerintah daerah, perwakilan lembaga keuangan, dan tokoh masyarakat. Protokol
wawancara dikembangkan berdasarkan panduan yang disediakan oleh Brinkmann (2023)
dalam bukunya "Qualitative Interviewing". Sementara itu, analisis dokumen melibatkan
review terhadap laporan pemerintah, white paper industri, dan publikasi akademik terkait
kebijakan digital di Papua. Bowen (2022), dalam artikelnya di Qualitative Research Journal,
menekankan pentingnya triangulasi sumber dokumen untuk meningkatkan validitas temuan.
3 Pemilihan sampel dan responden

Pemilihan sampel untuk survei kuantitatif menggunakan teknik stratified random
sampling untuk memastikan representasi yang memadai dari berbagai kelompok demografis
dan geografis di Papua. Ukuran sampel ditentukan menggunakan kalkulator sampel online
yang disediakan oleh Australian Bureau of Statistics (2024), dengan tingkat kepercayaan
95% dan margin error 5%. Stratifikasi dilakukan berdasarkan wilayah (perkotaan/pedesaan),
jenis usaha (untuk UMKM), dan kelompok usia.

Untuk wawancara kualitatif, responden dipilih menggunakan purposive sampling,
dengan fokus pada individu yang memiliki pengetahuan mendalam atau pengalaman
langsung dengan implementasi kebijakan digital di Papua. Kriteria inklusi dan eksklusi
untuk pemilihan responden dikembangkan berdasarkan panduan yang disediakan oleh

Patton (2023) dalam bukunya "Qualitative Research & Evaluation Methods". Jumlah



responden ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, di mana wawancara dihentikan
ketika tidak ada lagi informasi baru yang signifikan yang muncul dari wawancara tambahan.
4 Analisis data

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan software SPSS versi 28, dengan
fokus pada statistik deskriptif, analisis korelasi, dan regresi berganda. Panduan analisis
mengacu pada "IBM SPSS Statistics 28 Step by Step" oleh George dan Mallery (2024). Untuk
data yang tidak terdistribusi normal, metode non-parametrik seperti uji Mann-Whitney U
dan Kruskal-Wallis digunakan, sesuai rekomendasi dari Field (2023) dalam bukunya
"Discovering Statistics Using SPSS".

Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan analisis tematik, dengan bantuan
software NVivo 15. Proses coding dan pengembangan tema mengikuti framework yang
dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2022) dalam artikel mereka di Qualitative Research
in Psychology. Untuk meningkatkan reliabilitas, proses coding dilakukan secara independen
oleh dua peneliti, dengan diskusi untuk menyelesaikan perbedaan. Integrasi temuan
kuantitatif dan kualitatif dilakukan menggunakan metode triangulasi data, sebagaimana
direkomendasikan oleh Fetters et al. (2023) dalam Journal of Mixed Methods Research.

5 Validitas dan reliabilitas penelitian

Untuk memastikan validitas penelitian, beberapa strategi diterapkan. Validitas
konstruk diperkuat melalui penggunaan instrumen yang telah divalidasi sebelumnya, seperti
Technology Acceptance Model (TAM) yang diadaptasi untuk konteks Papua. Validitas
internal ditingkatkan melalui triangulasi metode dan sumber data, sebagaimana
direkomendasikan oleh Denzin (2022) dalam bukunya "The Research Act: A Theoretical
Introduction to Sociological Methods". Validitas eksternal dipertimbangkan melalui diskusi
mengenai transferabilitas temuan ke konteks serupa di daerah lain.

Reliabilitas penelitian dijaga melalui dokumentasi yang rinci tentang prosedur
penelitian, termasuk protokol wawancara dan codebook untuk analisis data kualitatif. Untuk
data kuantitatif, reliabilitas internal diukur menggunakan Cronbach's alpha, dengan ambang
batas 0,7 sebagaimana direkomendasikan oleh Nunnally dan Bernstein (2023) dalam
"Psychometric Theory". Untuk data kualitatif, reliabilitas antar-rater (inter-rater reliability)
dihitung menggunakan Cohen's kappa, dengan interpretasi mengikuti panduan yang
disediakan oleh McHugh (2024) dalam BMC Medical Research Methodology.

6 Etika penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian

sebagaimana digariskan dalam Deklarasi Helsinki (World Medical Association, 2023) dan
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panduan etika penelitian sosial dari American Sociological Association (2024). Sebelum
pengumpulan data, persetujuan etik diperoleh dari Komite Etik Penelitian Universitas
Indonesia. Informed consent diperoleh dari semua partisipan, dengan penjelasan rinci
tentang tujuan penelitian, risiko potensial, dan hak untuk mengundurkan diri tanpa
konsekuensi.

Privasi dan kerahasiaan data dijaga melalui proses anonimisasi dan enkripsi data.
Penyimpanan data mengikuti prinsip GDPR (General Data Protection Regulation)
sebagaimana dijelaskan oleh European Data Protection Board (2024) dalam panduan
terbaru mereka. Untuk menghormati kearifan lokal dan sensitivitas budaya, konsultasi
dilakukan dengan tokoh adat Papua sebelum memulai penelitian, mengikuti rekomendasi
dari Tuhiwai Smith (2023) dalam bukunya "Decolonizing Methodologies: Research and

Indigenous Peoples".

HASIL DAN PEMBAHASAN
1 Analisis kondisi terkini ekonomi digital Papua

Kondisi ekonomi digital Papua saat ini menunjukkan perkembangan yang masih
pada tahap awal, namun memiliki potensi besar untuk berkembang. Menurut laporan dari
Badan Pusat Statistik Papua (2024), penetrasi internet di Papua telah mencapai 45% dari
total populasi, meningkat dari 30% pada tahun 2020. Meskipun demikian, angka ini masih
di bawah rata-rata nasional sebesar 70%. Peningkatan ini sebagian merupakan hasil dari
implementasi kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi digital, seperti Program
Palapa Ring yang bertujuan memperluas infrastruktur broadband.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas karena adanya kesenjangan digital
yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Studi yang dilakukan oleh
Universitas Cenderawasih (2025) menunjukkan bahwa 80% aktivitas ekonomi digital
terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara sebagian besar wilayah pedesaan masih
menghadapi kendala akses internet yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan saat
ini belum sepenuhnya efektif dalam mendorong transformasi ekonomi digital secara merata
di seluruh wilayah Papua.

2 Identifikasi hambatan dan tantangan implementasi

Implementasi kebijakan digital di Papua menghadapi berbagai hambatan dan
tantangan yang kompleks. Menurut penelitian dari Institut Teknologi Bandung (2024),
faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan digital di

Papua meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan kondisi sosial-budaya. Infrastruktur
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menjadi hambatan utama dengan hanya 30% wilayah Papua yang terjangkau jaringan 4G.
Topografi yang sulit dan tersebar menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur menjadi
sangat tinggi.

Faktor sumber daya manusia juga menjadi tantangan signifikan. Laporan dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2025) menunjukkan bahwa tingkat literasi digital
di Papua masih rendah, dengan hanya 35% penduduk yang memiliki keterampilan dasar
dalam penggunaan teknologi informasi. Kurangnya tenaga ahli di bidang TIK dan
terbatasnya program pelatihan yang relevan juga memperlambat perkembangan ekosistem
digital. Faktor sosial-budaya, seperti keragaman bahasa dan adanya kearifan lokal yang perlu
dipertimbangkan, menambah kompleksitas dalam implementasi kebijakan digital di Papua.
3 Peran dan efektivitas kebijakan saat ini

Kebijakan pemerintah saat ini dalam mendorong ekonomi digital di Papua
menunjukkan komitmen yang kuat namun masih menghadapi tantangan dalam
implementasi. Program Palapa Ring telah meningkatkan konektivitas di beberapa wilayah.
Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024), 60% kabupaten di
Papua telah terhubung dengan jaringan fiber optik. Namun, efektivitasnya dalam mendorong
adopsi digital di tingkat masyarakat masih terbatas.

Kebijakan pengembangan SDM digital, seperti program "Satu Juta Programmer"
yang juga mencakup Papua, telah memberikan pelatihan kepada ribuan pemuda. Namun,
studi dari Universitas Indonesia (2024) menunjukkan bahwa hanya 30% lulusan program ini
yang berhasil mendapatkan pekerjaan di sektor digital atau mengembangkan startup. Ini
menunjukkan perlunya penyesuaian kurikulum dan pendekatan pelatihan yang lebih sesuai
dengan kebutuhan lokal. Efektivitas kebijakan saat ini dalam mendorong transformasi
ekonomi digital di Papua masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemerataan akses
dan pengembangan kapasitas lokal.

4 Strategi orkestrasi kebijakan antar pemangku kepentingan

Model orkestrasi kebijakan yang optimal untuk akselerasi ekonomi digital di Papua
memerlukan pendekatan multi-dimensi dan kolaboratif. Model "Penta Helix" yang
melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media telah mulai
diterapkan. Menurut laporan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2024),
forum koordinasi lintas sektor telah dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten untuk
menyelaraskan kebijakan dan program digital.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan telekomunikasi dalam

pengembangan infrastruktur digital telah menunjukkan hasil positif. Studi kasus yang
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dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2024) di Kabupaten Jayapura
menunjukkan bahwa pendekatan kemitraan publik-swasta berhasil meningkatkan cakupan
jaringan 4G sebesar 40% dalam waktu dua tahun. Peran akademisi dan komunitas lokal juga
semakin dilibatkan dalam merancang solusi digital yang sesuai dengan konteks lokal. Model
orkestrasi kebijakan ini menunjukkan potensi untuk mengoptimalkan akselerasi ekonomi
digital di Papua, meskipun masih perlu penyempurnaan dan perluasan implementasi.

5 Dampak potensial kebijakan terhadap akselerasi ekonomi digital

Dampak potensial kebijakan terhadap akselerasi ekonomi digital di Papua
diproyeksikan cukup signifikan jika diimplementasikan secara efektif. Menurut simulasi
ekonomi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2024), peningkatan penetrasi internet sebesar
10% di Papua berpotensi meningkatkan pertumbuhan PDB regional sebesar 1,5%. Sektor
yang diperkirakan akan mendapatkan manfaat terbesar adalah perdagangan, pertanian, dan
pariwisata.

Studi dari World Bank (2024) mengestimasi bahwa adopsi teknologi digital yang
lebih luas di sektor UMKM Papua dapat meningkatkan produktivitas hingga 30% dan
membuka akses ke pasar yang lebih luas. Namun, studi ini juga memperingatkan bahwa
tanpa kebijakan yang inklusif, transformasi digital berpotensi memperlebar kesenjangan
ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan
dalam mendorong transformasi ekonomi digital di Papua sangat bergantung pada
kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang inklusif dan
mempertimbangkan keunikan konteks lokal.

6 Analisis komparatif dengan daerah lain atau negara berkembang lainnya

Analisis komparatif menunjukkan bahwa kondisi dan tantangan ekonomi digital di
Papua memiliki beberapa kesamaan dengan daerah-daerah tertinggal di negara berkembang
lainnya. Studi perbandingan yang dilakukan oleh Asian Development Bank (2024) antara
Papua dan wilayah pedesaan di Filipina menunjukkan pola yang serupa dalam hal
kesenjangan infrastruktur digital dan adopsi teknologi. Namun, program "Digital Barangay"
di Filipina yang fokus pada pemberdayaan komunitas lokal dalam mengadopsi solusi digital
menunjukkan hasil yang lebih cepat dibandingkan pendekatan fop-down yang sering
diterapkan di Papua.

Pengalaman transformasi digital di wilayah timur laut India, seperti yang dilaporkan
dalam studi Harvard Kennedy School (2025), menunjukkan pentingnya pendekatan yang
disesuaikan dengan konteks lokal. Program "Digital Northeast" di India berhasil

meningkatkan adopsi teknologi digital di kalangan petani dan pengusaha kecil melalui
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kombinasi insentif ekonomi, pelatihan yang intensif, dan pelibatan tokoh masyarakat sebagai
agen perubahan. Pendekatan serupa mungkin dapat diadaptasi untuk konteks Papua, dengan
mempertimbangkan keunikan budaya dan kondisi sosial-ekonomi setempat. Analisis
komparatif ini menegaskan bahwa model orkestrasi kebijakan yang optimal untuk akselerasi
ekonomi digital di Papua harus mempertimbangkan pembelajaran dari daerah lain, namun

tetap disesuaikan dengan karakteristik unik Papua.

KESIMPILAN, SARAN DAN REKOMENDASI
1 Kesimpulan utama dari temuan penelitian

Transformasi ekonomi digital di Papua masih berada pada tahap awal dengan potensi
besar untuk berkembang. Penetrasi internet telah meningkat, namun masih di bawah rata-
rata nasional. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih signifikan.
Hambatan utama meliputi infrastruktur yang terbatas, rendahnya literasi digital, dan
kurangnya tenaga ahli TIK. Kebijakan pemerintah menunjukkan komitmen, namun
efektivitasnya masih terbatas dalam hal pemerataan akses dan pengembangan kapasitas
lokal.
2 Saran untuk perbaikan implementasi kebijakan

Meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan,
mengembangkan program literasi digital yang disesuaikan dengan konteks lokal,
memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal,
mengadaptasi kebijakan pengembangan SDM digital sesuai dengan kebutuhan lokal dan
mempertimbangkan faktor sosial-budaya dalam implementasi kebijakan digital.
3 Rekomendasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang

Jangka pendek: melaksanakan program pelatihan literasi digital intensif,
memperluas akses internet di fasilitas publik seperti sekolah dan kantor pemerintahan.
Jangka menengah: mengembangkan infrastruktur digital melalui kemitraan publik-swasta
dan menciptakan insentif untuk investasi teknologi di sektor UMKM. Jangka panjang:
membangun ekosistem inovasi digital yang berkelanjutan, mengintegrasikan teknologi
digital ke dalam sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian dan pariwisata.
4 Implikasi penelitian untuk pengembangan kebijakan

Pentingnya pendekatan kebijakan yang holistik dan inklusif, kebutuhan akan
kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal, Pentingnya koordinasi lintas sektor dalam
implementasi kebijakan digital, Perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan

digital.
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5 Keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian lanjutan

Keterbatasan: cakupan geografis yang mungkin belum mewakili seluruh keragaman
Papua dan keterbatasan data terkini tentang adopsi teknologi di wilayah terpencil

Saran penelitian lanjutan: studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang
kebijakan digital, penelitian komparatif lebih lanjut dengan daerah serupa di negara
berkembang lain, analisis mendalam tentang faktor-faktor sosial-budaya yang

mempengaruhi adopsi teknologi digital.
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